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Abstrak
 

Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan

dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi

sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan

hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun pencabutannya serta larangan-

larangan tertentu dalam pemanfaatan tanah. Salah satu izin yang diberikan oleh negara untuk dapat

menguasai tanah adalah izin mempergunakan tanah dengan tanda bukti berupa Surat Izin Mempergunakan

Tanah Occupatie Vergunning/OV . Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum

terhadap penguasaan dan peralihan hibah hak atas tanah yang didasarkan atas OV dan pertimbangan hakim

mengenai OV yang digunakan sebagai alas hak yang menjadi dasar pembuatan akta hibah. Metode yang

digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa OV yang dikeluarkan oleh

Yayasan Gelora Bung Karno sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat bagi pemegangnya. Namun surat

izin tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah mengingat surat izin tersebut

dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno dan bukan Menteri Agraria dan/atau Kepala Kantor

Pertanahan, dan Keputusan hakim pada putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 629

PK/Pdt/2015 mengakui keberadaan akta hibah yang didasarkan pada alas hak berupa OV tersebut.Undang-

Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi

luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan

pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk

mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun pencabutannya serta larangan-larangan

tertentu dalam pemanfaatan tanah. Salah satu izin yang diberikan oleh negara untuk dapat menguasai tanah

adalah izin mempergunakan tanah dengan tanda bukti berupa Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie

Vergunning/OV . Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum terhadap

penguasaan dan peralihan hibah hak atas tanah yang didasarkan atas OV dan pertimbangan hakim mengenai

OV yang digunakan sebagai alas hak yang menjadi dasar pembuatan akta hibah. Metode yang digunakan

adalah metode normatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa OV yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora

Bung Karno sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat bagi pemegangnya. Namun surat izin tersebut

bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah mengingat surat izin tersebut dikeluarkan oleh

Yayasan Gelora Bung Karno dan bukan Menteri Agraria dan/atau Kepala Kantor Pertanahan, dan

Keputusan hakim pada putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 629 PK/Pdt/2015 mengakui

keberadaan akta hibah yang didasarkan pada alas hak berupa OV tersebut.<hr />The Basic Agrarian Law
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Act states that every The right over land has social function and a personal right over land is resctricted for

its size so that the social function of the land is still running. To ensure the social function principle and

proper resctriction, the government has a right to ldquo control rdquo which is mainly a right given to the

government to manage the usage including not only dispensing the rights, but also their cancellation, as well

as certain prohibitions of land use. One of the license given by the state to occupy land is the license to use

land with the proof of Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie Vergunning Land Occupation License .

This thesis discusses not only the legal force on the land occupation and transfer grant of land right based on

Land Occupation License, but also the judge deliberation on Land Occupation License as a basis to provide

the grant deed to transfer the land right from the perspective of Indonesian land law. The research method is

normative. The result is Land Occupation License Occupatie Vergunning issued by Gelora Bung Karno

Foundation has strong legal force for its holder. However, that license is not a proof for the land ownership

due because it was issued by Gelora Bung Karno Foundation, not by the Ministry of Land or the head of

Land Office, and judge decision in Review of Court No. 629 PK Pdt 2015 which admit the existence of

grant deed based on Lanc Occupation License Occupatie Vergunning .


